
WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014, telah ditetapkan Peraturan Walikota
Padang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang
Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap DPA SKPD-
SKPD Tahun Anggaran 2014 oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang ditemukan
beberapa kesalahan dalam penempatan kode rekening
obyek belanja dan rincian penjabaran obyek belanja
dalam jenis belanja yang sama pada beberapa kegiatan di
beberapa SKPD, serta berdasarkan usulan permohonan
yang diajukan oleh beberapa SKPD untuk melakukan
pergeseran belanja antar rekening obyek belanja dan
rincian penjabaran obyek belanja dalam jenis belanja yang
sama dalam kegiatan yang berkenaan tanpa menunggu
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, yang apabila
tidak dilakukan pergeseran dengan segera akan
mengganggu kinerja SKPD yang bersangkutan.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2014 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014, sehingga
perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap kode



rekening belanja tersebut, maka Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun
Anggaran 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2014 perlu diubah dan
disempurnakan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Padang Nomor 8 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun
Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara  Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 45,  Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 171);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5165);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor
59);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5272);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Tahun
2012 Nomor 540);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara
Tahun 2013 Nomor 690);

26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun
2014 Nomor 1);

28. Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Padang
Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN  DAN
BELANJA   DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :

1. Pendapatan  :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 315.065.010.119,00

b. Dana Perimbangan Rp. 1.203.006.164.906,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 408.442.131.000,00

Jumlah Pendapatan 1.926.513.306.025,00

2. Belanja  :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 1.264.361.077.950,40

2) Belanja Bunga Rp. 5.400.000.000,00

3) Belanja Hibah Rp. 35.400.107.000,00

4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 39.941.740.084,00

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 746.965.981,00

6) Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00

Rp. 1.347.849.891.015,40

b. Belanja Langsung  :

1) Belanja Pegawai Rp. 57.835.035.820,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 371.738.426.163,20

3) Belanja Modal Rp. 413.788.656.026,40

Rp. 843.362.118.009,60

Jumlah Belanja Rp. 2.178.689.306.025,00

Surplus/(Defisit) Rp. (252.176.000.000,00)

3. Pembiayaan  :

a. Penerimaan Rp 263.000.000.000,00

b. Pengeluaran Rp. 10.824.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 252.176.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenan

Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 Lampiran I diubah sehingga Lampiran I berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



3. Ketentuan Pasal 3 Lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di  Padang
pada tanggal 30 Mei 2014

WALIKOTA PADANG

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN  2014 NOMOR 16.


